Anggota Komisi I DPRD Bandar
Lampung Soroti Kepatuhan
Kebijakan dan Prioritas
Masyarakat

Bandar Lampung — Anggota Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung,
Hendra Mukri, menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk
tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,
terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang tidak
stabil.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat panitia
khusus (pansus) bersama Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian
terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Menurut Hendra, kondisi ekonomi saat ini memang sedang tidak
baik-baik saja, salah satunya dipengaruhi oleh situasi global
seperti konflik internasional yang hingga kini belum
menunjukkan kepastian.

“Tentunya kita di daerah harus mengikuti aturan pemerintah
pusat, apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang yang bisa kita
lihat sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Ia juga menilai Pemerintah Kota Bandar Lampung sejauh ini
telah berupaya menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang
berlaku. Hal itu terlihat dari hasil rapat pansus yang
membahas efisiensi anggaran dan program kerja.

“Saya kira pemerintah kota sudah menjalankan sesuai aturan.
Dari hasil rapat pansus tadi, terkait efisiensi, mereka sudah
mengikuti arahan mana yang boleh dan tidak boleh dijalankan,”
jelasnya.

Namun demikian, Hendra mengingatkan bahwa apabila terdapat
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kebijakan yang sudah terlanjur berjalan namun tidak sesuail
dengan aturan pusat, maka tetap harus disesuaikan dan
dijalankan sebagaimana mestinya.

Lebih 1lanjut, ia menekankan pentingnya penentuan skala
prioritas dalam menjalankan program pemerintah daerah.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat harus menjadi fokus utama,
terlebih di tengah kondisi saat ini.

“Hal-hal yang menjadi prioritas harus diutamakan. Di Kota
Bandar Lampung ada beberapa hal yang menjadi harapan
masyarakat, dan tentunya wali kota harus konsen terhadap
suara-suara masyarakat,” pungkasnya.



